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BAB XI 

RISIKO KEPATUHAN 
 

 

A. Pengertian Kepatuhan Syariah 

Suatu risiko yang diterima oleh lembaga keuangan syariah yang 

disebabkan ketidak patuhannya serta tidak melakukan kegiatannya 

dalam peraturan ketentuan serta prinsi-prisip syariah adalah definisi 

dari risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan ini adalah munculnya 

kerugian secara langsung maupun tidak langsung yang bisa 

menyebabkannya tidak mematuhinya atau tidak dilaksanakannya 

peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya. 

Risiko kepatuhan di timbul bisa disebabkan dari sumber perilaku 

hukum, yang dapat berupa tingkah laku aktivitas lembaga yang 

menyimpang ataupun pelanggaran dari ketentuan maupun perundang-

undangan yang telah berlaku. 

Risiko ini bisa berbentuk ketidakmampuan suatu lembaga syariah 

dalam memenuhi serta mealkukan aturan perundan-undangan 

supervisor tentang keberlakuan undang-undang yang berlaku 

diantaranya tertera dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, 

Kantor Akuntan Publik, Loan ro Deposit Ratio, Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif BPR, dan masih banyak lainnya. 

Dalam kepatuhan tentunya mempunyai fungsi yakni rangkaian 

kegiatan dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, serta 

prosedur yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan sesuai dengan 

ketentuan bank indonesia serta peratuan yang berlaku dan juga sesuai 

dengan prinsip syariah.  

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank 

Indonesia atas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum ialah: 

1. Bagian dari adanya pelaksanaan framework dalam pengelolaan 

atau manajemen risiko adalah fungsi kepatuhan. Dalam fungsi 

kepatuhan mengelola risiko kepatuhan dengan melalui banyak 

koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 
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2. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan adanya penekanan peran 

aktif pada semua elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari 

deirektur yang membawahkan fungsi kepatuhan, kepala unit 

kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan. 

3. Menekan atas terwujudya budaya kepatuhan dalam memanajemen 

risiko kepatuhan sebab tidak banyak seorang yang lupa akan 

kebudayaan kepatuhan. 

4. Kepatuhan adalah tanggung jawab setiap individu semua bagian 

dari lembaga keuangan terhadap from the top, yaitu dengan cara 

memberi prioritas setinggi-tingginya pada manajemen risiko, 

kepatuhan atas kebijakan serta regulasi. 

5. Independensi yang di miliki dari elemen lembaga fungsi kepatuhan 

dimaksudkan guna meningkatkan efektivitas dalam melaksakan 

tugas serta terhindarkan atas konflik kepentingan.  

Dengan kita patuh pada hukum yang ada, norma-norma serta 

aturan-aturan kita bisa membatu menjaga serta memelihara pada 

reputasi perbankan sehingga hal ini sesuai dengan harapan dari setiap 

nasabah, pasar atau bahkan karyawan. Apabila lembaga lalai dalam 

menjalankan fungsi kepatuhan danjuga peranyya nantinya akan 

berhadapan dengan compliance risk yakni berupa risiko hukum, atau 

sanksi-sanksi hukum, yang bisa menyebabkan kerugian keuangan, 

bahkan bisa juga tercemar reputasinya sebagai akibat dari pelanggaran 

tersebut. 

 

B. Identifikasi Risiko Kepatuhan 

Dalam pengidentifikasian risiko kepatuhan pada bank syariah 

wajib dilakukannya identifikasi serta penganalisisan terlebih dahulu 

supaya bisa diperhatikan lebih detail terhadap beberapa faktor yang 

bisa meningkatkan eksposur yaitu suatu risiko yang muncul dari 

sumber daya intern maupun ekstern. Sepertihalnya jenis serta 

kompleksitas sebuah kegiatan usaha perbankan syariah, seperti produk 

dan juga aktivitas baru, sehingga diperlukan adanya inovasi serta 

pembaruan dalam kegiatan usaha bank syariah. selain jenis dan juga 

kompleksitas ada juga jumlah serta materials atas ketidakpatuhan 

lembaga bank syariah pada kebijakan dan juga prosedur internal, 

peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan yang 

berlaku   dan  tak   lupa   etika  dalam  berbisnis  secara  sehat.  Sehingga  
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dalam hal ini perlu adanya pengukuran yang dilaksanakan pada 

kebijakan serta prosedur lembaga keuangan syariah. 

Unit kerja atau satuan yang berkegiatan melaksanakan fungsi 

manajemen risiko dalam hal kepatuhan harus memantau serta 

melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi pada dewan direksi 

perbankan syariah, baik itu dilakukan secara berkala maupun pada saat 

terjadi munculya risiko kepatuhan saja. Sehingga suatu lembaga 

keuangan bisa membuat laporan hasil pemantauan risiko kepatuhan 

disetiap bulannya serta disampaikan pada pimpinan unit kerja yang 

berkaitan.  

Lembaga keuangan syariah harus memastikan dalam hal bahwa  

lembaga keuangan yang mempunyai cabang diluar negeri harus 

mempunyai tingkay kepatuhan yang memadai pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada cabank kantor tersebut 

berada. Dengan begitu maka bank syariah tersebut mempunyai 

kepatuhan yang memadai terhadap peraturan yang berlaku. 

Penerapan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan 

merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi 

manajemen tersebut wajib dimiliki oleh bank dan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan bank untuk menerapkan manajemen risiko yang 

efektif. Memiliki sistem informasi yang memadai untuk mendukung 

lembaga keuangan dalam proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengendalikan risiko kepatuhan. Sistem informasi manajemen terkait 

risiko kepatuhan harus mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Eksposur risiko kepatuhan pada laporan atau informasi eksposur 

risiko kepatuhan yang mencakup pada eksposur kuantitatif yaitu 

nilai yang terkandung dan kualitatif yang merupakan hasil dari 

secara keseluruhan. 
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2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit 

dimana kebijakan tersebut harus di patuhi dan dilaksan supaya bisa  

mengurangi tingkat risiko kepatuhan pada sebuah lembaga 

keuangan syariah. 

3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dengan adanya 

perbandingan tersebut agar bisa diukur secara nyata tingkat 

pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan pada sebuah lembaga 

keuangan syariah.  

Kelalaian pada secara umum, Bank Nasional menjalankan peran 

dan fungsi kepatuhan yang melekat pada Sistem Perbankan Nasional 

pada saat itu, seperti: 

1. Pengawasan Intern yang kurang memadai, ada banyak faktor-

faktor pendukung dalam pengawasan ini dan kemungkinan faktor 

pendukung tersebut kurang sehingga kurang terkontrol dengan 

baik dalam pengawasannya. 

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik/manajemen bank, salah 

satu saja yang melakukan pelanggaran di dalam sebuah lembaga 

akan berdampak besar terhadap keberlangsungan suatau lembaga 

keungan atau perbankan. 

3. Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan kehati-hatian, maka dari 

itu ketaatan terhadap kententuan harus dengan kehati-hatian 

dalam artian harus seteliti mungkin dan harus bertanggung jawab. 

4. Kecerobohan dalam mengelola bisnis, dalam pengelolaan agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka dalam 

pengelolaan harus di manajemen sebaik mungkin sedetail mungkin 

sehingga kecerobohan tersebut setidaknya dapat diminimalisir 

dengan baik. 

5. Berbagai penyimpangan yang disengaja, biasanya hal ini terjadi 

karena adanya oknum atau orang-orang yang hanya menginginkan 

sebuah keuntungan dan melupakan akan tanggung jawab yang 

sesungguhnya. 
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C. Peran Direksi, Komisaris, serta DPS Dalam Pengawasan 

Kepatuhan Bank Suariah 

Pada pengelolaan suatu risiko khususnya risiko kepatuhan pada 

organisasi khususnya lembaga keuangan syariah tak terlepaskan pada 

kepengawasan aktif dewan direksi, dewan komisaris, serta dewan 

pengawas syariah. 

Perbankan syariah melaksanakan penerapan dalam 

memanajemen risiko kepatuhan melalui adanya kepengawasan aktif 

yang dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris serta DPS. 

Sehingga tak menutup kemungkinan ketiga dewan tersebut harus 

memahami risiko-risiko kepatuhan yang dihadapi serta adanya 

pengarahan yang jelas, sehingga apabila suatu saat nanti  ada 

pelanggaran bisa di identifikasi dengan jelas. Dengan hal itu dengan 

maka sangat dibutuhkan adanya kepengawasan dan juga mitigasi 

dengan aktif serta pengembangan budaya manajemen risiko pada 

lembaga keuangan syariah. Ketiga dewan tersebut juga harus 

memastikan bahwa struktur organisasi lembaganya memadai, 

menetapkan tugas serta tanggungjawab pada setiap unitnya dan juga 

memastikan kualitas serta kuantitas SDM nya yang tidak bisa 

dilepaskan dari semua kegiatan yang ada pada sebuah lembaga 

keuangan yang mendukung pada penerapan pengelolaan risiko secara 

efektif serta efisien. Ada beberapa hal penting dalam pelaksanaan 

pengawasan aktif yang dilakukan oleh ketiga dewan tersebut:11 

1. Wewenang serta tanggungjawab ketiga dewan tersebut. 

a. Dewan komisaris serta direksi wajib memastikan bahwa 

dalam pengelolaan risiko untuk risiko kepatuhan dilakukan 

secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang 

bisa berpengaruh pada profil risiko kepatuhan bank syariah. 

sehingga akan adanya kontroling dengan jelas. 

b. Dewan pengawas dan dewan direksi harus memastikan 

bahwa departemen kerja yang relevan dapat secara efektif 

menyelesaikan setiap masalah kepatuhan, dan departemen 

kerja kepatuhan memantau langkah-langkah korektif untuk 

                                                           
11 Diana Novita, Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah, 

(EKSISBANK: STIE Syariah Indonesia Purwakarta Vol. 3 No. 1 Juni 2019) hal 54-55. 
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menghindari pembatalan, yang akan mempengaruhi semua 

pekerjaan. mereka. 

c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki 

peran penting dalam pengelolaan risiko risiko kepatuhan, 

dan tanggung jawabnya sama dengan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk fungsi 

kinerja bank umum yang berlaku. 

d. Fungsi kepatuhan yang dibawahi oleh direktur wajib 

independen serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 

pada otoritas yang sesuai dengan ketentuannya. 

e. Dewan Pengawas Syariah mereview (melakukan evaluasi) 

atas adanya kebijakan pengelolaan risiko khususnya pada 

kepatuhan yang berkaitan dengan pemenuhan dalam 

menerapkan prinsip syariah. 

f. Dewan Pengawas Syariah mereview atas 

pertanggungjawaban dewan direksi dalam melaksanakan 

kebijakan pengelolaan risiko terlebih pada kepatuhan yang 

berkaitan dengan pemenuhan dalam menerapkan prinsip 

syariah.  

 

2. Sumber Daya Manusia  

Semua staff dan juga karyawan di sebuah organisasi/ 

lembaga  pada satuan kerja kepatuhan tidak boleh ditempatkan 

pada posisi dimana pada saat menghadapi konflik kepentingan 

dalam melakukan tanggungjawab fungsi kepatuhan. Sebab 

nantinya dikhawatirkan apabila terjadi hal lain nantinya 

kelepasan tanggungjawab.  Sebab staff dan juga karyawan insan di 

setiap unit kerja memahami risiko yang melekat pada produk dan 

aktivitas masing-masing perusahaan, memahami faktor risiko 

terkait dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan 

aktivitas perusahaan, serta dapat memperkirakan dampak 

perubahan faktor-faktor tersebut yang tidak kondusif bagi 

kelangsungan. dari bisnis perusahaan. 
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3. Organisasi Pengelolaan Risiko Kepatuhan 

Dalam pengelolaan risiko kepatuhan dibutuhkannya 

organisasi yang meliputi: 

a. Lembaga keuangan syariah harus mempunyai fungsi 

manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memadai 

dengan tanggungjawab serta wewenang yang jelas disetiap 

satuan kerjanya dalam melaksakan fungsi manajemen risiko 

untuk kepatuhan. 

b. Satuan kerja kepatuhan yang independen harus dimiliki oleh  

Lembaga keuangan syariah yang bertugas, berwenang, serta 

bertanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan fungsi 

kepatuhan. 
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D. Contoh Kasus dan Latihan Soal 

Contoh Kasus 

Bank Syariah Mandiri berkomitmen untuk mematuhi BI, OJK dan 

peraturan_perundang-undangan llainnya. Oleh karenaa itu, BSM akan 

membentuk departemen kepatuhan yang independen terhadap 

departemen operasional dalam menjalankan fungsi kepatuhan. 

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Syariah Mandiri 

didasarkan pada: 

1. POJK_No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang 

Pelaksanaan_Fungsi_Kepatuhan_ Bank Umum. 

2. Kebijakan kepatuhan KBP/01-2015 tertanggal 21 September 

2017, yang melibatkan peraturan perundang-undangan_bank 

Syariah Mandiri, kepatuhan, dan kebijakan anti pencucian uang 

dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT). 

3. Sejalan dengan nomor SPP tanggal 18 Januari 2019, 05-2016 yang 

mengatur tentang prosedur kepatuhan standar Bank Mandiri Bank 

Syariah. 

4. Struktur kepatuhan meliputi: 

a. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme. 

b. Corporate Governance and Compliance Support 

c. Compliance Risk Management 

d. Syariah Compliance 

e. Business Compliance 

1. Bank Dunia memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko 

kepatuhan, termasuk: 

a. Kebijakan risiko kepatuhan, yang mengatur: 

b. Satu jenis. Akurasi penerapan batasan risiko. 

c. Kebijakan manajemen risiko tersebut sejalan dengan arah dan 

strategi bisnis Bank. 
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d. Menerapkan kebijakan kepatuhan di semua tingkatan 

organisasi, menetapkan tanggung jawab dan sistem 

akuntabilitas 

e. Kebijakan tersebut tidak termasuk keputusan yang tidak biasa. 

f. Menerapkan strategi pemeriksaan kepatuhan melalui prosedur 

reguler. 

2. Prosedur risiko kepatuhan untuk mengelola detail kebijakan bank, 

misalnya SOP kepatuhan untuk mengelola kepatuhan terhadap 

prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian Bank 

Dunia adalah: 

a. Bank Dunia segera mengkomunikasikan kebijakan dan SOP 

kepada semua karyawan di semua tingkat organisasi yang 

relevan. 

b. Pastikan kontrol yang tepat atas pengembangan produk dan 

aktivitas baru 

c. Memastikan bank memiliki sistem pelaporan dan data. 

d. Memastikan pengawasan manajemen risiko bank terhadap 

dewan pengawas dan direksi bank. 

e. Memastikan pengendalian internal bank, termasuk pemisahan 

fungsi dan seluruh aspek multi level control. 

f. Menjamin ketersediaan sistem informasi manajemen yang 

tepat waktu dan efektif. 

g. Memastikan keefektifan keakuratan, kelengkapan dan 

kelengkapan data kontrol. 

h. Ada proses menafsirkan hukum yang berlaku. 

i. Memastikan bahwa sumber daya bank sejalan dengan 

kepentingan pelatihan karyawan dan meningkatkan budaya 

kepatuhan. 

j. Identifikasi dan segera ambil tindakan korektif untuk 

menangani pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap hukum 

dan peraturan saat ini 

k. Mengintegrasikan aspek kepatuhan ke dalam setiap rencana 

bank (rencana perusahaan) 
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3. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia untuk melaksanakan 

kebijakan dan SOP kepatuhan, serta berbagai hal yang menjadi 

perhatian bank. 

a. Ketepatan rencana kompensasi dan pengelolaan kinerja 

pegawai dan pejabat bank. 

b. Tingkat perputaran karyawan dan manajer pada posisi 

strategis di bank. 

c. Ada rencana pelatihan. 

d. Menagih kompensasi dari komisaris dan direktur bank. 

e. Memiliki tingkat pemahaman dan penerapan tertentu dalam 

arah strategi bisnis toleransi risiko. 

 

Latihan Soal 

1. Apa yang dimaksud dengan risiko kepatuhan? 

2. Apa yang menyebabkan adanya risiko kepatuhan? 

3. Apakah risiko kepatuhan hanya ada di perbankan syariah? 

4. Apa saja fungsi pokok dala kepatuhan? 

5. Bagaimana proses pengidentifikasian kepatuhan? 

6. Seberapa perlukah pengukuran dan pemantauan kepatuhan! 

7. Apasaja kelalaian yang umum terjadi pada risiko kepatuhan dalam 

bank syariah! 

8. Apa saja peran DPS dalam pengelolaan risiko kepatuhan? 

9. Apa saja wewenang Direksi, Dewan Komisaris dan juga DPS? 

10. Hal apa saya yang menyebabkan dibutuhkannya organisasi dalam 

pengelolaan risiko kepatuhan! 




